
BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGrrAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNG」 AWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

BUPATI MAGETAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OOB tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun

Anggaran 2Ol3;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

Mengingat : 1.





2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 195O

tentang Pembentukan Daerah-daera,h Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

273Ol,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

4.

5.

6.



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20O9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

8.

9.

１
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terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Itmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45O2'l sslageirnana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O10

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor

110, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
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20.

21.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor

25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46tal;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29721;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahluur* 2OlL

22.

23.

24.

25.

26



27.

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O11 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 508);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO4

Nomor 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

Tahun 2OO7 tentarrg Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan

(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO7 Nomor

6);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2OO8

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO8

Nomor 8);

24.

30.

29.
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34.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Ralryat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2OO8 Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2O11

tentang Pajak Penerangan Jalan (kmbaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2O11

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (l,embaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (l,embaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahlun 2072

tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor I Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013 (tembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun

2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2013 (kmbaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 10);

35.

Dengan Persetu」 uan BersaFna

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

37.

38.

39.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG」 AWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan'

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasa1 2

LapOran realisasi anggaran sebagalmana diinaksud dalam Pasal l

huruF a Tahun Anggaran 2013 sebagai be五 kut:

a. Pendapatan         Rp.1.225.384.220.297,42

b.Bclania Rp.1.188.654.360.770,91

Surplus/(delisit )

c. Pembiayaan

Rp. 36.729.859.526,51

― Pcnc五maan       Rp.  115.256.783.272,64

‐  Pengeluaran      Ro.   15.316.000.000.00

Surplus/(dCFlsitl

d. Sisa Lebih Pembiayaan

Rp. 99.940.783.272,64

Anggaran(SILPA)    Rp.   136.670.642.799,15

Pasa1 3

Utian laporan realisasi anggaran sebagalrnana dhnaksud dalam

Pasa1 2 sebagai beHkut:

(1)SeliSih anggaran dengan realisasi pendapatan scJumlah

Rp.8.055.787.681,42 dengan Hncian sebagai berikut:



a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. L.217.328.432.616,00

b. Realisasi Rp. 1.225.384.220.297.42

Selisihlebih/(kurang) Rp. 8.055.787.68L,42

(2) Selisih anggartrn dengan realisasi belanja sejumlah

(Rp. 125.7 13. 5610267 ,731 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 125.713.561.267,731

(3) Selisih Ernggaran dengan realisasi surplus/delisit sejumlah

Rp. 133.769.348.949,15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit )

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisihlebih/(kurane) Rp. 133.769.348.949,15

(4) Selisih Ernggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (Rp. 216.065.000,00) dengan rincian sebagai

berikut:

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

setelah perubahan

b. Realisasi

perubahan

b. Realisasi

perubahan

b. Realisasi

Rp. 1.3 14.367 .922.038,64

Rp. 1. 188.654.360.770.91

(Rp. 97.O39.489.422,641

Rp. 36.729.859.526.51

Rp. 115.472.848.272,64

Ro. LL5.256.7 83.272.64

Rp. 17.1O0.OOO.OOO,OO

Ro. l5.316.OO0.O0O.OO

Rp. 98.372.84a.272,64

Rp. 99.94O.783,272.64

(Rp. 1.567.935.000,O0)

Selisihlebih/(kurang) (Rp. 216.065.000,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah (Rp. 1.784.000.000,00) dengan rincian sebagai

be rikut :

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

Selisihlebih/(kurang) (Rp. 1.784.000.000'00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

(Rp. 1.567.935.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf b per 31

Desember 2O13 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.648.934.954.74L,77

b. Jumlah Kewajiban Rp. 4.448.943.512,05

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.644.486.011.229,72

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun

2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp. 85.622.461.615,32

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 170.145.842.697,41

c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan (Rp. 127.7L9.239.577,OO1

d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaan RP' 6.967.935.000,00

e. Arus kas dari aktivitas non

anggaran RP. O,0O

f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2013 RP. 135.OL6.999.735,73

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1

huruf d Tahun Anggaran 2Ol3 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 1 tercantum dalam l,ampiran Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

a. Lampiran I : l,aporan realisasi anggaran;
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la.mpiran L 1

L,ampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6

Lampiran L7

Lampiran I.8

t ampiran I.9

l,amPiran I.1O

Lampiran I.11

b. LamPiran II

c. LamPiran III

d. lamPiran IV

Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan Pemerintah

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi Penambahan dan

pengurangan aset tetaP daerah;

Daftar realisasi Penambahan dan

pengurangan aset lainnYa;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam ta-hun

anggaran berikutnYa;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laPoran keuangan'

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Daerah ini.

１
■

１
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b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI

Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungiawaban pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 20 Agustus 2014

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 20 Agusrus 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN'

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 3

BUPATI MAGETAN,

ANTRI

LEMBARAN

つ
´


